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PENGERTIAN

Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik adalah proses
penyusunan dan pembaharuan daftar yang berisi informasi-informasi
yang dapat diakses oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang keterbukaan informasi
publik. Penetapan berarti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan
informasi yang bersifat publik, sedangkan pemutakhiran berarti
memperbarui daftar tersebut secara berkala agar informasi yang

tersedia selalu akurat dan relevan.

TUJUAN

Untuk memastikan bahwa informasi yang dimiliki oleh badan publik
dikelola dengan baik, tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat,

serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023
tentang Kesehatan;

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun
2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof Dr. R. D. Kandou
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Manado No:HK.02.03/D.XV/4040/2024 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Prof Dr. R. D.
Kandou Manado

PROSEDUR 1. Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit
terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan
informasi dan dokumentasi. Petugas melakukan klasifikasi
Informasi berdasarkan daftar Informasi yang dikuasai dan
kategori informasi sesuai arahan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi.

2. Petugas melakukan klasifikasi Informasi berdasarkan daftar
Informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

3. Petugas melakukan konsultasi dengan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi maupun Tim Pelayanan Informasi
terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan
melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi

4. Daftar informasi yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dipublikasikan kepada masyarakat
melalui media website.

5. Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan
klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.

6. Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah

dipublikasikan sebagai arsip.

UNIT TERKAIT Tim kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit
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